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PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 9 TAHUN 2012 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN PENGADAAN DAN 

PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN 
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH 

DAN WAKIL KEPALA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan 
pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala 
daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, adil, demokratis dan berkualitas, maka 
pengawasan pemilihan umum kepala daerah dan 
wakil kepala daerah perlu dilakukan dengan 
berintegritas dan berkredibilitas;  

b. bahwa untuk memastikan terlayaninya pemilih 
dalam menggunakan hak pilihnya melalui 
penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah 
dan wakil kepala daerah yang tepat waktu dengan 
tersedianya seluruh perlengkapan pemungutan 
suara, maka perlu adanya pengawasan terhadap 
seluruh proses pengadaan dan pendistribusian 
perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;  

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, 
dan kewajiban Badan Pengawas Pemilu sesuai 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2012, No.392 2

ketentuan Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 120 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pengawasan 
Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan 
Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan 
Pengawas Pemilu; 

d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam hal 
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang akan 
berlangsung sebelum terbentuknya Bawaslu 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, 
pembentukan pengawas untuk pemilihan gubernur, 
bupati, dan walikota berpedoman kepada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
sebelum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 
diundangkan; 

e. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Nomor 29 tahun 2009 Pengawasan Pengadaan dan 
Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan 
Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan 
kebutuhan pengawasan Pemilihan Umum Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 
dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Badan 
Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas 
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 
29 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengadaan dan 
Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan 
Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 
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tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5246); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4480) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 
2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan,  dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4865);  

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 
Tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk 
Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 
Tahun 2008; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 
Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2008;  
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7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 
Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan 
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah; 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 
Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, 
Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta 
Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010;  

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 
Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara 
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagai mana 
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 15 tahun 2010;  

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 
1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan 
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;  

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 
2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan 
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 
6 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemungutan 
dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan 
Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN 
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 29 TAHUN 
2009 TENTANG PENGAWASAN PENGADAAN DAN 
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN 
DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN 
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. 
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Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengadaan dan 
Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 
dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diubah 
sebagai berikut : 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 15 dihapus, dan angka 18 

diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 1 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya 
disebut Pemilu Kada, adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah 
dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemilu Kada Provinsi adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan 
Wakil Gubernur. 

4. Pemilu Kada Kabupaten/Kota adalah Pemilu untuk memilih 
Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. 

5. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah 
lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan 
mandiri. 

6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan 
kabupaten/kota. 

7. Dihapus. 
8. Dihapus. 

9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut 
KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan 
Suara yang selanjutnya disebut PPS untuk menyelenggarakan 
pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

